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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Pelaksanaan pewarisan adat Batak Simalungun menggunakan prinsip Tolu 

Sahundulan di Kecamatan Merek Kabupaten Karo sudah mengalami perkembangan 

karena pada masa lampau masyarakat hukum adat Batak Simalungun hanya anak laki-

laki saja yang dianggap menjadi ahli waris sah, dan anak perempuan tidak bisa menjadi 

ahli waris, tetapi di Kecamatan Merek pembagian waris adat melibatkan anak 

perempuan untuk diberi harta warisan walaupun anak laki-laki yang tetap mendapat 

lebih banyak bagian harta warisan karena dianggap sebagai penerus marga sehingga 

memiliki tanggung jawab moral terhadap seluruh keluarga yang akan membawa marga 

sehingga perlu dibekali harta warisan berupa materil dan ilmu pengetahuan.  

B. Saran 

Masyarakat hukum adat Batak Simalungun di Kecamatan Merek harus 

mempertahakan pewarisan adat dengan prinsip Tolu Sahundulan karena merupakan 

sebuah budaya yang perlu dipertahankan tetapi harus juga membuka pikiran tentang 

perkembangan jaman bahwa anak perempuan tidak boleh dikesampingkan. Perempuan 

juga memiliki hak dalam pewarisan karena mereka merupakan anak dari orang tuanya, 

sehingga pembagian waris yang ideal adalah semua anak mendapat harta tapi tetap anak 

laki-laki lebih banyak karena anak laki-laki merupakan penerus Marga bagi masyarakat 
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hukum adat Batak Simalungun sehingga secara moral dan adat anak laki-laki memiki 

tanggung jawab yang berat karena Ketika pewarisan terjadi bagi masyarakat hukum 

adat Batak Simalungun tongkat estafet kepemimpinan sudah berpindah dari bapak ke 

anak laki-lakinya. 
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